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SURAT EDARAN
Nomor : SE- 73-/D4/03/2015

TENTANG
PANDUAN ASISTENSI REVIU RKA SKPD DAN PPKD

Permendagri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan
Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
Tahun 2015 serta Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 menyebutkan
bahwa dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan penganggaran dan menjamin
kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran sebagai quality assurance, kepala
daerah harus menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP) untuk
melakukan reviu atas RKA-SKPD dan RKA-PPKD. Dalam rangka peningkatan
kapasitas dan kapabilitas APIP, BPKP c.q. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan
Penyelenggaraan Keuangan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan
Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan diwajibkan untuk melakukan pembinaar’r kepada APIP, baik melalui
kegiatan asistensi, sosialisasi, bimbingan teknis, maupun konsultasi. Untuk keperiuan
tersebut, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah telah
menyusun Panduan Asistensi Reviu RKA SKPD dan PPKD.

Dengan diterbitkannya panduan tersebut, diharapkan setiap Perwakilan BPKP
dapat menggunakan panduan dimaksud untuk mendukung kegiatan terkait
peningkatan kapasitas dan kapabilitas APIP.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Tembusan :
Kepala BPKP
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KATA PENGANTAR

Permendagri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan

Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
Tahun 2015 serta Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
menyebutkan bahwa dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan penganggaran
dan menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran sebagai quality
assurance, kepala daerah harus menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan
(APIP) untuk melakukan reviu atas RKA-SKPD dan RKA-PPKD. Dalam rangka
peningkatan kapasitas dan kapabilitas APIP, BPKP c.q. Deputi Kepala BPKP Bidang
Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan diwajibkan untuk melakukan pembinaan kepada APIP, baik
melalui kegiatan asistensi, sosialisasi, bimbingan teknis, maupun konsultasi. Untuk
keperiuan tersebut, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
telah menyusun Panduan Asistensi Reviu RKA SKPD dan PPKD.
Dengan diterbitkannya panduan ini, diharapkan setiap Perwakilan BPKP dapat
menggunakan panduan dimaksud untuk mendukung kegiatan terkait peningkatan
kapasitas dan kapabilitas APIP. Panduan Asistensi Revi:: RKA ini pasti tidak lepas
dari kekurangan. Oleh sebab itu, kami sangat mengharapkan saran, masukan dan ide
ide dari Perwakilan BPKP sehingga panduan ini menjadi lebih baik dan semakin
bermanfaat bagi perwakilan BPKP dan Pemerintah Daerah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas kerjasama, dukungan,
masukan dan saran yang telah diberikan sehingga Panduan ini dapat dihasilkan dan
menijadi lebih baik di kemudian hari.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permendagri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan
Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
Tahun 2015 menyebutkan salah satu kegiatan pembinaan dan pengawasan
SKPD/Unit Kerja lingkup Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, yang harus
dilakukan oleh Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota yaitu berupa Reviu Rencana
Kerja Anggaran(RKA) SKPD maupun RKA PPKD. Sesuai Permendagri Nomor
52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 menyebutkan bahwa dalam rangka
peningkatan kualitas perencanaan penganggaran dan menjamin kepatuhan
terhadap kaidah-kaidah penganggaran sebagai quality assurance, kepala daerah
harus menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP) untuk
melakukan reviu atas RKA-SKPD dan RKA-PPKD. Reviu tersebut dilakukan
bersamaan dengan proses pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD oleh Tim
Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun
2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP c.q.
Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah mempunyai
tugas antara lain melaksanakan pembinaan kapabilitas APIP daerah, serta
mendesaknya wakiu pelaksanaan reviu yang dialokasikan dalam Permendagri
52 tahun 2015 pada periode awal bulan Agustus sampai dengan akhir bulan
September, maka mendahului terbitnya ketentuan lebih lanjut mengenai
Pedoman Pelaksanaan Reviu RKA SKPD dan PPKD, Deputi Bidang
Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah berinisiatif untuk menyusun
panduan asistensi reviu RKA SKPD dan PPKD yang dapat menjadi acuan bagi
Inspektorat dalam melaksanakan reviu RKA baik RKA SKPD maupun RKA
PPKD.



Panduan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Perwakilan BPKP dalam

memberikan asistensi dan narasumber kepada Inspektorat dalam melaksanakan
reviu RKA baik RKA SKPD maupun RKA PPKD

. Dasar Hukum
Dasar hukum penyusunan Panduan Asistensi Reviu RKA SKPD dan PPKD
adalah:
1. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah;,

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2014 tentang
Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan
Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka Mewujudkan
Kesejahteraan Rakyat.

. Acuan dalam Penyusunan Panduan

1.
2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tetang Pajak dan Retribusi Daerah;,
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor

10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;

11.Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokasi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pengawasan dalam
Rangka Penghematan Penggunaan Belanja Barang dan Belanja Pegawai di
Lingkungan Aparatur Negara;

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya;

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan yang Bersumber dari
APBD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012;

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah Tahun 2015;

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015
tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015
Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016;

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2007,

18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran, dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan
DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan
Dana Operasional;



19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015
tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubermnur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 51 Tahun 2015

D. Tujuan
Panduan Asistensi Reviu RKA SKPD dan PPKD disusun dengan maksud untuk
menyediakan bahan acuan dan referensi bagi Perwakilan BPKP dalam
pelaksanaan asistensi kepada APIP di daerah mengenai pelaksanaan reviu RKA
SKPD dan PPKD baik mengenai tujuan, metodologi maupun tahapan tahapan
yang mesti diperhatikan.

E. Ruang Lingkup
Panduan Asistensi Reviu RKA SKPD dan PPKD membahas mengenai proses
asistensi terkait tujuan reviu, ruang lingkup, sasaran dan waktu pelaksanaan
reviu, metodologi reviu dan tahapan tahapan yang bisa dikembangkan oleh APIP
di daerah dalam melakukan kegiatan reviu RKA SKPD dan PPKD.

F. Pengguna dan Penggunaan
Pengguna Panduan Asistensi Reviu RKA SKPD dan PPKD ini adalah Perwakilan
BPKP dalam rangka melakukan pembinaan APIP di daerah dalam meningkatkan
kapabilitasnya khususnya pada pelaksanaan Reviu RKA SKPD dan PPKD.



BAB I
REVIU RKA SKPD DAN PPKD

A. Tujuan Reviu

Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas (limited assurance)
atas kualitas perencanaan penganggaran dan kepatuhan terhadap kaidah kaidah
penganggaran. Hal ini dilakukan melalui reviu RKA-SKPD dan RKA-PPKD agar
sesuai dengan RKPD, Renja SKPD, KUA, PPAS, dan kesesuaian dengan standar
biaya atau ASB serta kaidah-kaidah penganggaran lainnya serta telah dilengkapi
dengan dokumen pendukung RKA

Keyakinan terbatas yang dimaksud diperoleh karena reviu RKA tidak dilakukan
untuk pengujian atas kebenaran substansi dokumen dokumen yang dibutuhkan
pada proses penyusunan RKA,

B. Ruang Lingkup, Sasaran, dan Waktu Pelaksanaan Reviu
Ruang lingkup reviu adalah penelaahan atas dokumen RKA-SKPD dan RKA-
PPKD vyang telah diverifikasi oleh TAPD dibandingkan dengan kaidah-kaidah
penyusunan anggaran.
Kegiatan reviu ini tidak mengambil alih tugas pembahasan yang dilakukan oleh
TAPD, dengan demikian APIP tidak boleh melaksanakan pola reviu dengan cara
berbagi tugas antara TAPD dengan tim reviu dari Inspektorat.

Sasaran reviu adalah penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD beserta data
pendukung, telah disusun berdasarkan RKPD, Renja SKPD, KUA, PPAS, dan
kesesuaian dengan standar biaya atau ASB serta kepatuhan terhadap kaidah-
kaidah penganggaran lainnya.

Reviu atas RKA-SKPD dan RKA-PPKD bersamaan dengan proses pembahasan
RKA-SKPD dan RKA-PPKD oleh TAPD sesuai maksud Peraturan Menteri Dalam
Negeri nomor 52 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2016,
yaitu setelah RKA-SKPD atau RKA-PPKD selesai dibahas dan diverifikasi oleh
TAPD lalu diserahkan kepada tim Inspektorat untuk dilakukan reviu. Pembahasan
dan reviu ini dilakukan dalam kurun waktu yang bersamaan.



C. Metodologi Reviu
Secara umum, reviu dilaksanakan melalui proses pengumpulan data/informasi,

wawancara, dan analisis terhadap data perencanaan dan penganggaran.

D. Tahapan Reviu

1. Tahap Perencanaan

Kepala Daerah menugaskan kepada APIP untuk melakukan reviu atas

RKA-SKPD dan RKA-PPKD.

Pembentukan Tim Reviu RKA

APIP dalam melakukan pemilihan personil tim reviu RKA-SKPD sebaiknya

memperhatikan kompetensi dan pengetahuan terkait dengan proses bisnis

SKPD.

Melakukan rapat koordinasi dengan TAPD untuk:

1) Mengkomunikasikan batasan kegiatan reviu yang akan dilakukan;

2) Mendapatkan dokumen perencanaan dan penganggaran, meliputi KUA
PPAS, RKA SKPD dan RKA PPKD, Bagan Akun Standar (BAS),
Peraturan kepala daerah tentang Standar Belanja, serta kebijakan
Kepala Daerah lainnya terkait perencanaan dan penganggaran SKPD
dan PPKD,

3) Mendapatkan dokumen lainnya seperti Surat Edaran Kepala Daerah
tentang pedoman penyusunan RKA, hasil temuan BPK dan BPKP, hasil
evaluasi Menteri Dalam Negeri untuk provinsi, hasil evaluasi Gubernur
untuk kabupaten/kota tahun sebelumnya terkait efisiensi dan efektifitas
program dan kegiatan SKPD, hasil pengawasan APIP, dan dokumen
lainnya yang terkait dengan penganggaran.

Menyepakati jadwal reviu RKA-SKPD dengan TAPD.

Menyusun Program Kerja Reviu RKA.

Program kerja reviu disusun berdasarkan kebutuhan tim reviu. Contoh
program kerja reviu dapat dilihat pada lampiran 2 panduan ini dan dapat
dikembangkan sesuai kondisi yang beriaku.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan Program Kerja reviu
antara lain:



1) Kesesuaian program dan kegiatan pada RKA dengan program dan
kegiatan pada Renja, RKPD.

2) Kelayakan kegiatan untuk menghasilkan suatu keluaran;

3) Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran, antara lain:

vil.

viii.

iX.

Kelengkapan pengisian dokumen RKA SKPD dan PPKD.
Keselarasan RKA SKPD dan PPKD dengan KUA dan PPAS yang
sudah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif;
Penggunaan kode rekening beserta norma penyajiannya (klasifikasi
yang tepat);

Hal-hal yang dilarang dalam penganggaran menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku (misalnya: mencantumkan
satuan ukuran yang tidak terukur seperti paket, PM, UP, lumpsum,
menganggarkan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi
kepala/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta
PNSD diluar cakupan BPJS);

Pengalokasian anggaran yang jumlahnya sudah diatur dalam
peraturan perundang-undangan, (misalnya belanja untuk urusan
pendidikan minimal sebesar 20% dari total belanja APBD, belanja
urusan kesehatan minimal 10% dari total belanja di luar belanja
pegawai, harus memprioritaskan belanja modal, Alokasi Dana Desa
minimal 10% dari total dana perimbangan diluar DAK, pengalokasian
anggaran untuk dana cadangan, penyertaan modal, kontrak tahun
jamak) ;

Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dan
penerimaan yang lelah ditetapkan penggunaannya oleh pemberi
dana (misalnya Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa);
Penganggaran badan layanan umum daerabh;

Pengalokasian anggaran untuk belanja hibah dan bantuan sosial
dalam bentuk uang dianggarkan dalam RKA PPKD, sedangkan
hibah dan bantuan sosial dalam bentuk barang dianggarkan dalam
RKA SKPD;

Penganggaran belanja untuk kegiatan pengadaan/ pembangunan
aset tetap atau aset lainnya adalah sebesar harga beli/bangun aset
ditambah seluruh belanja yang terkait dengan
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pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap

digunakan.

Penerapan Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja;

xi. Penerapan prosedur penyusunan RKA, meliputi penyusunan
pedoman penyusunan RKA oleh TAPD, penyusunan RKA oleh
SKPD/PPKD, dan verifikasi RKA oleh TAPD.

xii. Dst....

x

4) Kelengkapan dokumen pendukung bahan verifikasi RKA SKPD dan
PPKD yang dilakukan oleh TAPD (jika ada) misalnya TOR untuk
pengadaan barang modal harus dilengkapi Rencana Kebutuhan Barang
dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang.

5) Konsistensi indikator kegiatan dalam RKA SKPD dan PPKD sesuai
dengan indikator kegiatan dalam Renja SKPD dan PPKD;

6) Kesesuaian total pagu dalam RKA SKPD dan PPKD dengan pagu
anggaran PPAS;

7) Kesesuaian sumber dana dalam RKA SKPD dan PPKD dengan sumber
dana yang ditetapkan dalam Pagu Anggaran PPAS.

2. Tahap Pelaksanaan

APIP melakukan reviu RKA-SKPD dan RKA-PPKD sesuai jadwal yang
telah ditentukan.

Tim Reviu RKA SKPD dan PPKD harus mendapatkan hasil
verifikasi/pembahasan RKA SKPD dan PPKD yang telah dilakukan oleh
TAPD, sebagai bahan melakukan reviu.

Pelaksanaan Program Kerja Reviu

Reviu RKA SKPD dan PPKD dilaksanakan sesuai dengan program kerja
reviu RKA SKPD dan PPKD yang telah disusun pada tahap perencanaan.
Pelaksanaan reviu RKA SKPD dan PPKD bersamaan dengan pembahasan
TAPD.

Pengembangan prosedur reviu RKA SKPD dan PPKD dapat dilakukan oleh
Tim Reviu RKA SKPD dan PPKD sepanjang diperlukan sesuai dengan
kondisi di lapangan. Hasil pelaksanaan prosedur reviu dituangkan dalam



Kertas Kerja Reviu (KKR) dan Berita Acara Hasil Reviu per masing-masing
SKPD.

Berita Acara Hasil Reviu disampaikan, dibahas dan disepakati TAPD.
Contoh Berita Acara Hasil Reviu dapat dilihat pada Lampiran 1.

Hasil reviu yang telah disepakati akan ditindaklanjuti dengan perbaikan
atau penyesuaian RKA SKPD dan PPKD. TAPD memastikan penyelesaian
tindak lanjut atas hasil perbaikan tersebut.

RKA SKPD dan PPKD yang telah diperbaiki oleh SKPD dan PPKD
disampaikan kepada TAPD untuk dapat dihimpun oleh PPKD menjadi
RAPBD.

Tim Pereviu RKA SKPD dan PPKD wajib mendokumentasikan seluruh KKR
beserta dokumen pendukung lainnya dengan baik dan aman.

. Tahap Pelaporan Hasil Reviu RKA SKPD dan PPKD

Laporan hasil reviu disusun dalam bentuk surat dilampiri Berita Acara Hasil
Reviu. Laporan hasil reviu disampaikan oleh pimpinan APIP kepada Kepala
Daerah.

Laporan disusun berdasarkan KKR dan Berita Acara Hasil Reviu. Laporan hasil
reviu RKA SKPD dan PPKD pada intinya mengungkapkan tujuan dan alasan

pelaksanaan reviu, prosedur reviu yang dilakukan, kelemahan yang ditemui,

langkah perbaikan yang disepakati.

Format laporan hasil reviu minimal menyajikan informasi sebagai berikut:

~ 0 ap oo

Dasar Pelaksanaan Kegiatan Reviu,

Ruang Lingkup Kegiatan;

Maksud dan Tujuan;

Hasil Reviu;

Langkah Perbaikan yang disepakati:

Hal-hal Lain yang Perlu Mendapat Perhatian.



BAB Il
PENUTUP

Mendahului terbitnya ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pelaksanaan Reviu
RKA SKPD dan PPKD serta telah mendesaknya waktu pelaksanaan reviu yaitu
dialokasikan dalam Permendagri 52 tahun 2015 pada periode awal bulan Agustus
sampai dengan akhir bulan September, maka Panduan Asistensi Reviu RKA SKPD
dan PPKD ini disusun dan dapat segera dipergunakan bagi perwakilan BPKP untuk
melakukan asistensi pada APIP di Daerah.

Penjelasan Reviu RKA SPKD dan PPKD sebagaimana diuraikan pada bab
sebelumnya memberikan gambaran akan pentingnya panduan ini dalam rangka
Perwakilan BPKP memberikan asistensi bagi APIP di daerah.

Panduan Asistensi Reviu RKA SKPD dan PPKD diharapkan dapat membantu APIP
di daerah dalam melaksanakan penugasan reviu yang diembannya sehingga dapat
meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran dan kepatuhan terhadap kaidah-
kaidah penganggaran.
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Lampiran 1

BERITA ACARA HASIL REVIU RKA-SKPD/PPKD
PADA DINAS/BADAN/KANTOR ......... PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .........
TAHUN ANGGARAN 2016

Berdasarkan Surat Tugas nomor ...... tanggal........ Pada hari Ini, ..........
tanggal ..... bulan ....... tahun ........ , telah disepakati hasil reviu RKA-SKPD/PPKD
pada Dinas .... Provinsi/Kabupaten/Kota...... Tahun Anggaran 2016 dengan hasil
sebagai berikut:

A. HASIL REVIU

Berdasarkan kegiatan reviu, hasil yang ditemui adalah sebagai berikut:

1. Kesesuaian RKA-SKPD dengan Renja dan RKPD (sesuailtidak sesuai(bila
tidak jelaskan))

2. Kesesuaian program dan kegiatan pada RKA dengan kewenangan yang
dimiliki oleh SKPD terkait atau PPKD. (sesuai/tidak sesuai(bila tidak
jelaskan))

3. Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran:

a. Kelengkapan pengisian dokumen RKA SKPD dan PPKD(sesuai/tidak
sesuai(bila tidak jelaskan)).

b. Keselarasan RKA SKPD dan PPKD dengan KUA dan PPAS yang sudah
disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif (sesuaiftidak sesuai(bila
tidak jelaskan)).

c. Penggunaan kode rekening beserta norma penyajiannya (sesuai/tidak
sesuai(bila tidak jelaskan)).

d. Hal-hal yang dilarang dalam penganggaran menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku( sesuai/tidak sesuai(bila tidak jelaskan)).

e. Pengalokasian anggaran yang jumlahnya sudah diatur dalam peraturan
perundang-undangan(sesuai/tidak sesuai(bila tidak jelaskan)).

f. Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari penerimaan
yang telah ditetapkan penggunaannya oleh pemberi dana(sesuai/tidak
sesuai(bila tidak jelaskan)).

g. Penganggaran badan layanan umum daerah (sesuai/tidak sesuai(bila
tidak jelaskan)).

h. Pengalokasian anggaran untuk belanja hibah dan bantuan sosial dalam
bentuk uang dan barang (sesuaitidak sesuai(bila tidak jelaskan)).
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Lampiran 1

i. Penganggaran untuk belanja kegiatan pengadaan/pembangunan aset
tetap atau aset lainnya (sesuai/tidak sesuai(bila tidak jelaskan)).

. Penerapan Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja
(sesuaiftidak sesuai(bila tidak jelaskan)).

k. Penerapan prosedur penyusunan RKA.

l. ...dstnya.

B. TANGGAPAN TAPD

Demikian berita acara hasil reviu ini dibuat untuk ditindaklanjuti dalam perbaikan
RKA SKPD/PPKD yang bersangkutan.

Tim Reviu, Tim Anggaran
Pemerintah Daerah
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LANGKAH KERJA REVIU RKA-SKPD DAN RKA-PPKD
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ........

ammpwuumwwm%wwDWuum;
NO L . PELAKSANA

A |Pengumpulan data

e
Untuk mendapatkan data perencanaan dan penganggaran
Langkah Kerja :

Dapatkan dokumen-dokumen yang diperiukan sebagal berfkut:

1 Kebljakan Umum Anggeran (KUA), Priorites dan Plafon Anggaren
Sementara (PPAS), RKA-SKPD dan RKA-PPKD

2 Peraturan kepala dasrah tentang Standar Belanja dan Bagan Akun

Standar (BAS), RKPD, Renja SKPD terkait

TOR dan Rinclan Anggaren Blaya (RAB) program/egiatan

Hasil evaluasi atas RAPED tahun lalu dani mentari dalam negeri untuk|

provinsi dan gubemur untuk bupati kepada PPKD

5 Hasil audit BPK, BPKP terkait efisiensi dan efekiifitas program dan,
kegiatan SKPD dan hasil pengawasan APIP

|6 Surst Ederen Kepals Daersh tentang Pedoman penyusunan RKA

F ™)

7 Dokumen-dokumen lain yang dibutubkan dalam pelaksanaan raviu

Kerja :

1 Dapatkan dokumen RKA dan peraluran mengenal tupoksi dan SKPD
terkait dan PPKD

2 Bandingkan apakah seluruh program dan kegialan pada RKA

lermasuk delem kewenangan dan lupoksi SKPD dan PPKD yang

2 Pastkan spekah seluruh formulis RKA SKPD dan PPKD tersebul
talah lengkap dilsi sesuai Permendagr 13 Tahun 2006 dan

perubahannya.
3 Bual kesimpulan.

E |Pengujian atas kelayakan kegiatan untuk dianggarkan

Tujuan:

Untuk menguji apakah suatu keglatan layak dlanggarkan

Langkah Kerja :

1 Dapatkan RKA SKPD yang akan direviu.

2 Tentukan kegiatan yang akan di reviu,

3 Dapatkan TOR dan RAB atau dokumen lain yang sejenis serta
Analisis Standar Balanja (ASB) atas kegiatan tersebut.

4 Analbsis kewajaran atau kelayakan kegiatan tersebul berdasarkan

TOR, RAB dan ASB berdasarkan pertimbangan profesional APIP,
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5. Buat Kesimpulan

Pengujian stas Penorspen Standar Satusn Hargs dmbdohﬂ
Standar Belanja

ujuan:

Untuk menguji kepatuhan penerspan Standar Setusn Marga delam
RKA-SKPD dan PPKD dengan peraturan kepsla dsersh
Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja.

Langkah Kerja :

1 Dapatkan RKA SKPD/PPKD yang akan direviu, peraturan
daerah tentang Standar Satuan Harga sarta e-cafalog dan
Standar Belanja

2 Analisis untuk mamastikan bahwa harga satuan pada rincian
telah mengacu pada Standar Saluan Harga dan e calalog
Analisis Standar Belanja.

3 Buat Kesimpulan

Penguijian atas keselarasan RKA SKPD dan PPKD dengan KUA dan|

PPAS yang sudah disepakati bersama antara eksekutif dan legisiatif
Tujuan:

Untuk menguji keselarasan program dan pagu anggarannya dalam|
RKA dengan KUA dan PPAS

Langkah Kerja :
1 Dapatkan RKA SKPD yang akan direviu dan KUA/PPAS,
2 Bandingkan kesesuaian antara jenis program dan pagu anggarannya|

pada RKA dengan KUAPPAS.
3 Buat kesimpulan.

Nlm atas penggunaan kode rekening beserta
penyafiannys (klasifikasi yang tidak tepat misainya aset
diserahkan pada masyarakat dianggarkan dalam belanja modal)
Tujuan:

|m mengujl kebenaran pencantuman kode rekening dan

pengkiasifikasian suatu jenis pendapatan/betanja

Langkah Kerja :

1 Dapatkan RKA SKPD, BAS dan TOR yang akan direviu.

2 Analisis kesesualan pencantuman kode rekening atau
pendapatan/ belanjanys pada formulir-formulir lersebut dengan
rekening penganggaran menunst BAS, baik berdasarkan urusan,
organisasi, program/kegiatan,

3 Analisa sasaran dalam TOR atau KAK dengan ketepatan
belanja/pendapatan yang lercantum dalam RKA

4 Buat kesimputan.

Pengujian atas hal-hal yang dilarang dalam penganggaran
peraturan perundang-undangan yang berlaku

Tujuan:

Untuk menguji wwmmmww
dilarong dalam penganggaran menurut peraturan perundang-
|undangan yang beriaku.

Langkah Kerfa :

1 Dapatkan RKA SKPD/PPKD yang akan direviu.

2 Analisis hakhal yang diarang dalam penganggaran
peraturan perundang-undangan yang berlaku contohnya:

&. menganggarkan pendapatan yang bersumber darl
Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akia Catatan Sipll,
Pasal 78A UU No 24 Tahun 2013 lentang Perubahan Atas UU No.
23 Tahun 20086 tentang Administrasi Kependudukan,

b. pencantuman satuan belanja, yang tidak boleh menggunakan
satuan yang tidak terukur seperti paket, PM, UP, Lumpsum.

c memperiuas cakupan penyelanggaraan jaminan kesshatan bagi|
kepsila daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggots DPRD
serta PNSD diuar cakupan BPJS ((yang diperbolehkan hanya|
berupa pelayanan Medical check up sebanyak 1 (satu) kall dalam
1 (satu) tahun, termasuk keluarga (saty Istrifsuami dan dua anak).
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“TUJUAN DAN LANGKAH-LANGKAH KERJA

uniuk peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik,
Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK 02/2014 tanggal 1
Desember 2014 hal Penundsan/Morstorium Pembangunan
Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga.

e. mengangarkan belanja pelaksanaan tugas Kantor
Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) pada
Kab/Kota karena telah dianggarkan di APBD Provinsi, sesual
No 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem

d. mMMWMMMM.W\

csbang olalwaga dan/stau organisasi olahwaga profesional
bersangkutan, sesual Pasal 1 angka 15, dan Pasal 29 ayat (2) UU
No 3 Tahun 2005 lentang Sistem Keolahragaan Nasional

g Belanja tall asih kepada PNSD dan penawaran kepada PNSD
yang pensiun dini dengan uang pesangon.

h. Kagiatan Forum Koordinas! Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA))
ProvinsiKabupaten/ Kota/Mecamatan karena bersumber dan dan)
alas beban APBN, sesual Pasal 9, Pasal 25 dan Pasal 26 Undang|
Undang Nomor 23 Tahun 2014

i Dst..

3 Buat kesimpulan.

J |Pengujian atas pengalokasian anggaran untuk kegiatan

didanal darl penerimaan yang telah ditetapkan penggunaannya
pemberi dana.
ujuan:

uuwwmmmw

sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
|Langkah Kerja :
1 Analisis anggaran belanja unluk kegiatan yang didanai dan|

a. Alokasi anggaran belanja yang bersumber dan sebesar
pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan pemerintah
dan Dana Pendamping DAK darl pamda.

Alokasi snggaran belanja tersebul sesual Perpres
Rincian APBN Tahun berkenan atou Permenkeu

Alokasi DAK Tahun berkenan,

Jika Perpres dan Permenkeu tersebut belum ditetapkan
RKA SKPD disusun, maka anggaran pendapatan dan
anggaran belanja yang berasal dari DAK didasarkan pada alokasi
DAK tahun anggaran barkenan yang diinformasikan secara
oleh Kementerian Keuangan, sstelah RUU tentang APBN tahun|
berkenan disstujul bersama antara Pemerintah dan DPR-RI.
Jka Perpres dan Permenkeu tersebut ditetapkan setelah APBD
m,mmmmmmmmL
Pemanfaatan DAK (termasuk yang dilarang) didasarkan pada
Juknis yang dikeluarken oleh kemenierian yang berkenaan (ai;
Kamenterian PU, Kemenierian Kesshatan, Kementerian
Pertanian, Kemenlerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian
Kehutanan, Kementerian Dalam  Negen,
Pendidikan dan Kebudayaan)
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TUJUAN DAN LANGKAH-LANGKAH KERJA

2 Buat Kesimpulan

b. Alokasl anggaran tranfer Dana Desa (DD) yang bersumber dan
sebesar pendapatan Dana Desa darl pamarintah pusat.

Anggaran pendapatan dan alokasi anggaran transfer DD ke
masing-masing desa sesuali Perpres mengenai Rincian APBN
Tahun berkenan atau Permerkeu mengenal Alokasi Dana
Tahun berkenan.
Jika Perpres dan Parmenkeu tersebut balum ditetapkan
RKA SKPD disusun, maka alokasi anggaran Dana Desa
didasarkan pada alokasi Dana Desa tahun sebelumnya.
Jika Perpres dan Permenkeu lersebut ditetapkan setelah APBD
disahkan, maka perlu ada perubahan atas APBD (RKA) tersebut,
¢ Alokasi anggaran belanja hibah Dana BOS yang bersumber dan
sebesar pendapatan hibah Dana BOS darl pemerintah pusat.
Alokasl anggaran belanja yang berasal dari Dans BOS sesual
Perpres mengenal Rinclan APBN Tahun berkenan atau
Permenkeu mengenal Alokasi Dana BOS Tahun berkenan.
Jika Perpres dan Permenkau tersebutl belum ditetapkan ketika
RKA SKPD disusun, maka alokasi anggaran Dana BOS
didasarkan pada slokasi Dana BOS tahun sebelumnys.
Jika Perpres dan Permenkeu lersebut ditetspkan setelash APBD
disshkan, maka perlu ada perubahan stas APBD (RKA) tersebut.
Pemanfaatan Dana BOS (termasuk yang dilarang) didasarkan
pada Juknis yang dikeluarkan tlap tahun oleh Kementerian
Pendidikan.

d. Alokasi anggaran belanja lunjangan profes: guru (TPG) yang
bersumber dan sebesar pendapatan tunjangan profesi guru dan
pemerintah pusat.

Alokasi anggaran belanja yang berasal darl Dana TPG sesuai
Perpres mengenal Rinclan APBN Tahun berkenan atau
Permenkeu mengenai Alokasi Dana TPG Tahun berkenan.

Jika Perpres dan Permenkeu tersebutl belum ditelapkan ketika
RKA SKPD disusun, maka alokasi anggaran Dana BOS
didasarkan pada alokasi Dana TPG tahun sabelumnya dengan
dengan memperhatikan realisasi 2 tahun sebelumnya.

Jika Parpres dan Permenksu tersebut ditetapkan sstelah APBD
disahkan, maka periu ada perubahan stas APBD (RKA) tersebut.

e. Alokas! anggaran belanja yang bersumber dari pendapatan Dana
Kapitasi untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik
pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD
mempedomani
Peraturan Prasiden Nomor 32 Tahun 2014 tantang Pengelolaan
dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
pada FKTP Milik Pameriniah Daersh.

Dana tersebut dimanfaatkan seluruhnya untuk jasa pelayanan
kesehatan perorangan (yang dilakukan oleh tenaga keseshatan
don tenaga non kesehstan) dan dukungan biaye operasional
pelayanan kesehstan (biaye obat, alal kesehatan, bahan medis
habls pakal, dan dukungan biaya operasional pelayanan
kesehatan lainnya).

Jasa pelayanan kesehalan di FKTP tarsebut ditelapkan sekurang-
kurangnya 60% (enam puluh persen) dan total panerimaan dana
kapitasl JKN, dan sisanya dimanfaatkan untuk dukungan biaya

operasional pelayanan kesshata
f dst

K |Pengujlan stas penganggaran untuk badan layanan umum daerah.
Tujuan:

Untuk menguji penganggaran untuk badan layanan umum daerah

(BLUD) teiah sesual peraturan perundang-undangan yang beriaku,
Langkah Kerja :

1

Dapatkan Rencana Bisnis den Anggaran (RBA) BLUD sesusi shun
APBD
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2 Bandingkan kebutuhan dana daiam RBA BLUD yang telah ditakukan
pemetaan (mapping) ke Permendagri 13 tahun 2006 tersebut dengan
alokasi anggaran dalam RKA BLUD (jika BLUD tersebut unit kerja
lersendiri).

Jika anggaran BLUD masin berasal dan SKPD maka bandingkan
dengan anggaran yang tercantum dalam RKA SKPD.

3 Buat Kesimpulan.

L |Pengujflan atas penganggaran untuk belanja hibah dan bantuan
sosial

ujuan:

Untuk menguji penganggaran untuk belanja hibah dan bansos telah

sesual peraturan perundang-undangan yang berfaku.

Langkah Kerja :

1 Dapatkan RKA, Proposal SK Kepala Daerah tentang daftar penenma
dana hibah dan bansos(by name by address)

2 Lakukan analisis atas proposal permohonan hibah dan bansos

(sesuei dengan permendagri 32/2011 dan 38/2012)

3 Buat kesmpulan.

Yang harus disnggarkan dalam kelompok Belanja Hibah dan Bansos,

yaitu:
@ mmmmmm&
antar daerah, sesuai Pasal 364 ayat (8) UU No 23 Tahun 2014,

Pasal 298 aysl (4) dan ayat (5) UU No 228 Tahun 2014 dan
Permandagri No 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah
dengan Penmendaari No 38 Tahun 2012

¢ Dukungan pendanaan kepada KPU untuk kegiatan Pemilihan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tahun 2017 yang tahapan
penyslenggaraanya dimulai Tahun 2016, sesual Permendagri
44 Tahun 2015 tentang Pengelolsan Dana Kegistan Pemiiihan
Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikots dan Wakil Walikota, dan perubahannya serta peraturen,
perUUan dibawahnva

d. Dukungan dana bagi madrasah, pendidikan diniyah, dan pondok

{ Belanja Hibah den bansos dalam beniuk uang dianggarkan pade
RKA PPKD, sasdangkan hibah dan bansos dalam bentuk barang

dianggarian dalam RKA SKPD.
¢ Belanja Hibah dan bansos dalam bentuk barang kepada Tim

Penggerak PKK agar mempedomani Peraturan Menten Dalam
Negen Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat,
Melalul Gerakan Pamberdayaan dan Kesejahteraan Keluarpa

Pengujian atas ketepatan penganggaran untuk pengadaan aset

Tujuan:
Untuk menguji apakah pengadaan aset telah sesual dengan

lainnya didalam RKA SKPD yang akan direviu.

2 Dapatkan Rencana Kebutuhan Barang Uni(RKBU), Rencana
Kebutuhan Pemefiharaan Barang Unit(RKPBU) dan TOR

3 Bandingkan RKA yang berisi pengadaan aset dengan RKBU, RKPBU
serta TOR untuk meyakinkan bahwa aset yang akan diadakan sesual
dengan kebutuhan,

4 Buat Kesimpulan,

Langkah Korja :
1 Tmmmmm.uwm.-l




asel telap atau ase! lainnya tersebut telah meliputi seluruh belanja
sampal asel lersebut slap digunakan, seperti Dblaya
pembellan/pembangunan, honor  paniia pengadaan, biaya
perencanaan, blaya pengawasan, sehingga seiuruhnya menjadi nilai
asel tetap astau aset lainnya tersebut.
4 Buat Kesimpulan.

ditentukan dalam Permendagri 52 tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan APBD TA 2016 yang berkaitan dengan SKPD dan PPKD
(lihat uraian lampiran pada Permendagri tersebut)

wwmmwnmmmmwn
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Catatan
- Ketika RKA telah dkompilasi oleh PPKD maka lakukan reviu lerhadap

rancangan APBD lerkail peraturan peraturan yang telah ditetapkan
misalkan

a. belanja pegawai sebaiknya dibawah 50% dari total belanja

b. Belanja modal harus diprioritaskan untuk peningkatan pelayanan

dasar kepada masyarakat

Belanja pendidikan diatas 20% dari total belanja

Belanja urusan kesehatan minimal 10% dan total belanja diluar)

o

beianja pegawal
e Aokasi Dana Desa (ADD) minimal 10% dar dana perimbangan
diluar DAK
e. Alokasi anggaran befanja modai sesuai RPJMN
Alokasi anggaran Bagi Hasil yang bersumber dari pendapatan
Dana Bagi Hasil yag meliputi Pajak Daersh dan Retribusi Daerah
sesuai UU No 28 Tahun 2009 tetsng Pajak da Retribusi Daerah
serta UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, meliputt:
@ Aokasi anggaran Penyertaan Modal sesual perda Penyertaan

h. Dst..

-

1%



